
 
 

xv 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Buku: 

Abdul Wahid, 1993, Modus-modus Kejahatan Modern, Bandung, Tarsito. 

_____ dan Muhammad Irfan, 2001, Perlindungan terhadap Korban Kekerasan 

Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), Bandung, Rafika 

Aditama. 

Abiantoro Prakoso, 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana, Yogyakarta, 

Laksbang Grafika. 

Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta, Raja 

Grafindo Persada. 

_____, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta, Raja Grafindo 

Persada. 

_____, 2003, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Malang, Bayu Media. 

Andi Hamzah, 2008, Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta, Rineka 

Cipta. 

_____, 1986, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta, Ghalia 

Indonesia. 

_____, 1986, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Jakarta, Pradnya 

Paramita. 

Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2016, Darurat Kekerasan Seksual, 

Jakarta, Sinar Grafika. 

Bambang Poernomo, 2002, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Ghalia 

Indonesia. 

Barda Nawawi Arief, 2014, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana 

Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta, Prenada 

Media Group. 

_____, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti. 

Darwan Prints, 2001, Hukum Anak Indonesia,  Bandung, Citra Aditya Bakti. 

Djoko Prakoso, 1989, Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek 

Peradilan, Jakarta, Ghalia Indonesia. 



xvi 
 

 
 

_____ dan Nurwachid, 1999, Study Tentang Pendapat-pendapat Mengenai 

Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini, Jakarta, Ghalia 

Indonesia. 

J. E. Sahetapy, 2009,  Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan 

Berencana, Malang, Setara Press. 

Lilik Mulyadi, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, 

Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya, Bandung, Citra 

Aditya Bakti. 

_____, 2007, Kekuasaan Kehakiman, Surabaya, Bina Ilmu. 

Marlina, 2011, Hukum Penitensier, Bandung, Refika Aditama. 

Moeljatno, 2001, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum 

Pidana, Jakarta, Bina Aksara. 

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, 

Bandung, Alumni. 

Neng Jubaidah, 2003, Pornografi Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam, 

Jakarta, Prenada Media Group.  

Oemar Seno Adji, 1984, Hukum-hukum Pidana, Jakarta, Erlangga. 

P.A.F. Lamintang, 2011, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, 

Citra Aditya Bakti. 

_____ dan Theo Lamintang, 2009, Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan 

dan Kepatutan, Jakarta, Sinar Grafika. 

R. Soesilo, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta 

Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politea. 

Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung, Citra 

Aditya Bakti. 

Sawitri Supardi Sadarjoen, 2005, Bunga Rampai Kasus Gangguan 

Psikoseksual, Bandung, Refika Aditama. 

Sholehuddin, 2002, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double 

Track System dan Implementasinya, Jakarta, Raja Grafindo Persada. 

Soejono, 1996, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta, 

Rineka Cipta. 

Sudarto, 2006, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Alumni. 

Topo Santoso, 1997, Seksualitas dan Hukum Pidana, Jakarta, Ind-Hill-Co. 



xvii 
 

 
 

Utrecht, 1987, Hukum Pidana II, Surabaya, Pustaka Tinta Mas. 

Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, 

Refika Aditama. 

 

Jurnal: 

Lilik Purwastuti Yudaningsih, Pengaturan Tindak Pidana Inses dalam 

Perspektif Kebijakan Hukum Pidana, Inovative, II (Mei, 2014). 

Priesly Tanama Purba, Pandangan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana 

Hubungan Sedarah (incest) Kajian Hukum Pasal 294 KUHP Tentang 

Perbuatan Cabul, Jurnal Elektronik  Delik, II, (Februari, 2014). 

 

Peraturan Perundang-undangan: 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga. 

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. 

 

 

 

 


